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BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

% Menimbang :

Mengingat :

%)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

bahwa dalam rangka optimalisasi implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun
2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN), maka perlu dilakukan penataan
pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati kepada Camat dan Lurah, khusus terkait
dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
kepada Camat sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan keadaan, sehingga perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Bupati kepada Camat Untuk Menangani Sebagian
Urusan Pemerintahan Daerah .

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
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169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234});

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741},

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4826});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;



Menetapkan

WA

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN]);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138
Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1,
Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Sumbawa Nomor 530);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5
Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di
Kabupaten Sumbawa  {(Lembaran  Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 534);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lemibaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Sumbawa Nomor 584);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 585);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun
2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Nomor 586},

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan  Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 587);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG  PELIMPAHAN
WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK
MENANGANI SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH.
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini..yang dimaksud dengan :

1.

NS

Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Bupati adalah Bupati Sumbawa.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

. untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

(1)

(2)

(3)
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kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN
KEPADA CAMAT

Pasal 2

Dalam upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efisien,
efektif dan responsif di Kecamatan, Bupati melimpahkan kewenangan
pemerintahan kepada Camat untuk menangani sebagian urusan
Pemerintahan daerah.

Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kecamatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Pasal 3

Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan oleh unit
organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Camat sebagai penyelenggara kewenangan yang dilimpahkan oleh
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman pada :

a. standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. norma, standar, prosedur, kriteria dan kebijakan Pemerintah
Daerah;

¢. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Camat wajib berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten yang secara fungsional
melaksanakan dan/atau mengelola bidang urusan pemerintahan
daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya untuk penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang
dilimpahkan kepada Camat bersumber dari Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Kecamatan.

Besaran biaya untuk penyelenggaraan wewenang Bupati yang sebagian
dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan sesuai dengan kewenangan dan beban tugas yang
dilimpahkan dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk
dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan wewenang Bupati
yang sebagian dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan oleh Bupati
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap tahun Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan
terkait dengan penyelenggaraan wewenang Bupati yang sebagian
dilimpahkan kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan daerah.

BAB VI
PENARIKAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dapat ditarik
kembali baik sebagian maupun seluruhnya apabila :

a.

b.

kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena adanya
perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan

berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2),
bahwa penyelenggaraan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan

\ {4



kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
daerah tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan
dilakukan oleh Camat.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor
48 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat dan Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008
Nomor 48) dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur tentang
pelimpahan kewenangan kepada Camat.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita  Daerah
Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juni 2012

5 BUPAT] BUMBAWA,

[ 4

h (-/ JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAWUPATEN SUMBAWA,

RASXYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR
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